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ABSTRAK 

 

Judul penelitian ini adalah: Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana 

Pelayaran. Dengan rumusan masalah adalah: 1. Apa motif pelaku melakukan 

tindak pidana pelayaran? 2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana 

pelayaran? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam 

tindak pidana pelayaran?. Tujuan Penelitian ini yaitu, a. Untuk mengetahui motif 

pelaku melakukan tindak pidana pelayaran. b. Untuk mengetahui modus pelaku 

melakukan tindak pidana pelayaran. c. Untuk mengetahui akibat hukum pelaku 

dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran. Jenis Penelitian yang digunakan 

adalah: Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah adalah motif, modus serta akibat 

hokum dalam tindak pidana pelayaran. Sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pelayaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi 

kesimpulan sesuai permasalahan: 1. Motif pelaku melakukan tindak pidana 

pelayaran: a. Terdakwa ingin mendapatkan upah. b. Terdakwa ingin mengangkut 

muatan. 2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pelayaran: a. Terdakwa 

melakukan persiapan berlayar. b. Terdakwa mengangkut muatan. c. Terdakwa 

melakukan pelayaran. 3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam 

tindak pidana pelayaran: a. Akibat hukum terhadap pelaku: 1) Terdakwa dipidana 

penjara. 2) Terdakwa membayar denda. 3) Terdakwa membayar biaya perkara. b. 

Akibat hukum terhadap barang bukti: 1) Barang bukti dirampas untuk Negara. 2) 

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. 3) Barang bukti dikembalikan kepada 

pemiliknya. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Pelayaran, Nahkoda, Anak Buah Kapal. 
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ABSTRACT 

 

 

The title of this research is: Description of the Settlement of Maritime 

Crimes. With the formulation of the problem as follows: 1. What is the motive of 

the perpetrator in committing a maritime crime? 2. What is the mode of the 

perpetrator in committing a maritime crime? 3. What are the legal consequences 

for the perpetrator and evidence in maritime crimes? The purpose of this research 

is, a. To find out the motive of the perpetrator in committing a maritime crime. b. 

To find out the mode of the perpetrator in committing a maritime crime. c. To find 

out the legal consequences of the perpetrator and evidence in maritime crimes. 

The type of research used is: Normative Research and the nature of the research is 

descriptive. The independent variables in this study are the motive, mode and 

legal consequences in maritime crimes. While the dependent variable in this study 

is the judge's decision in maritime crimes.  

Based on the results of the research conducted by the author, the following 

conclusions are made according to the problem: 1. The motive of the perpetrator 

in committing maritime crimes: a. The defendant wants to get wages. b. The 

defendant wants to transport cargo. 2. The perpetrator's mode of committing 

maritime crimes: a. The defendant prepares to sail. b. The defendant transports 

cargo. c. The defendant sails. 3. Legal consequences for the perpetrator and 

evidence in maritime crimes: a. Legal consequences for the perpetrator: 1) The 

defendant is sentenced to imprisonment. 2) The defendant pays a fine. 3) The 

defendant pays court costs. b. Legal consequences for evidence: 1) Evidence is 

confiscated for the State. 2) Evidence is confiscated for destruction. 3) Evidence is 

returned to its owner. 

 

Keywords: Maritime Crimes, Captain, Crew. 
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